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Tanggapan Atas Sengketa Pilkades
Desa lt/latanair

Jakafta, 20 Januari 2021

Yth. Bupati Sumenep

di-
Sumenep

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 14112T1435.118.5/

2022 tanggal 11 Januari 2022 Hal Sengketa Pilkades Desa Matanair

Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, bersama ini kami sampaikan

hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 47A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

65 Tahun 2017 lenlang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala

Desa, menyatakan bahwa "kepala desa yang berhenti dan/atau

diberhentikan dengan sr'sa masa jabatan lebih dari satu tahun,

Bupatitwali Kota mengangkat PNs dari pemerintah daerah

kabupaten/kota sebagai penjabat kepata desa sampai dengan

ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa,,.

2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMtu32/sr(rvlzoo7 tentang

Ivlemberlakukan Buku ll Pedoman pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan menyatakan bahwa terdapat beberapa

putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak bisa dieksekusi, salah

satunya apabila "PutLrsan bersifat constitutief yaitu putusan yang

memastikan suatu kondisi hukum baik yang bersifat meniadakan atau

menimbulkan keadaan hukum baru".

3. Bahwa Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina

Pemerintahan Desa dan Biro Hukum) terah berkoordinasi dengan



Pemerintah Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 12 Januari

2022 di Ruang Rapat Nawasena Direktorat Jenderal Bina

Pemerintahan Desa.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kebijakan yang dapat

dilaksanakan terkait tindak lanjut putusan pengadilan yang tidak dapat

dieksekusi, antara lain :

a. lvlengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan

kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. tr/elakukan supervisi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa Antar Waktu yang aman, transparan, dan bebas intervensi.

c. Memberikan penjelasan/justifikasi kepada pihak-pihak yang tidak

menerima kebijakan Saudara secara lisan maupun tertulis serta

melakukan langkah persuasif agar para pihak tersebut tidak

melakukan tindakan melanggar hukum.

d. Memperkuat koordinasi dengan Forkopimda terkait pengamanan

untuk menjaga kondusifitas di Kabupalen Sumenep khususnya di

Desa lvlatanair.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam
pelaksanaannya,

Dokunen inilelah d(andatanoani secarc alekl@nk aleh.

Direklur Jende.sl Bna Pemerinlahan Desa
Dr Yusharlo Hunloyungo, M Pd

Tembusan:
1. lvlenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Ivlenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4 Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)l
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Gubernur Jawa Tlmuri dan
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal.

Sesuaidengan kelentuan peraluran perundang'undangan yang bertaku, dokumen ini lelah dilandalangafli sec!ra elektronrk

m€nggunakan sertrflkat elekvonik yang dilerbirkan oleh BSrE sehingga lidak diperlukan landalengan dengan slempel basah


